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ABSTRAK

KEWENAGAN KOMISI INFORMASI PUBLIK DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DI SUMATERA UTARA

(Studi di Komis Informas Publik Sumatera Utara)

JEFRI
NPM 1306200613

Pelayannan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena
perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung berjalan ditempat. Pelayannan
publik yang buruk mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat dan
menimbulkan saling curiga dan menimbulkan ketidak pedulian masyrakat kepada
pemerintah maaupun sesama. Berbagai masalah yang teridentifikasi tersebut
tampaknya dapat diatasi secara perlahan dengan pemulihan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelayan publik.

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian
deskriftif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui
penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang
menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa.

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (rechtsstaat). Salah
satu Negara berlandaskan hukum adalah menjamin perlindungan hak asasi
manusia. Dalam konteks ini, Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) Republik
Indonesia secara nyata memberikan jaminan kepada seluruh rakyata Indonesia
atas hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengelola,dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia
sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945.

Penempatan posisi Komisi Informasi di bawah komponen tata kelola
pemerintah adalah bentuk intervensi negara terhadap pemenuhan hak masyarakat
atas informasi publik. Hal ini bisa menimbulkan gesekan kepentingan atau konflik
kepentingan. Karenanya, Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk meluruskan
kedudukan Komisi Informasi sebagai lembaga independen dan mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa UU KIP Nomor 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal | ayat 4, Komisi
Informasi Publik adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-
undang ini dan peraturan pelaksananya, menetapkan petunjuk teknis standart
layanan Informasi publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui
mediasi dan ajudikasi nonlitigasi. Didalam penyelesaian sengketa Informasi
Publik putusan komisi Informasi publik bersifat final dan mengikat yang dapat di
ajukan gugatan keberatan kepada Pengadilan Negeri jika gugatan adalah Badan
Publik selaian Badan Publik Negara, dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara apabila Gugatan adalah Badan Publik Negara

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Mandiri, dan Badan Publik



KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT, yang Maha Pengash dan Maha Penyayang atas segala rahmat dan
karunianya. Shalawat dan salam semoga tetap tecurahkan kepada baginda Nabi
besar Muhammad SAW, pembawa risalah Allah,yang mengorbankan seluruh
waktunya semata-mata berjuang didalamnya. Juga kepada keluarga dan para

sahabatnya.

Dengan kehendak dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ” Kewenangan Komis
Informas Publik dalam Penyelesaian sengketa Informas Publik di
Sumatera Utara (studi di Komis Informasi Publik Sumatera Utara)”.
Skrips ini disussun dan digukan untuk memenuhhi salah satu syarat guna
memperolah gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah

Sumatera Utara Medan.

Daam penyusunan skripsi ini, penulis berterima kasih kepada semua
pithak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi

ini.



Secara khusus rasa hormat saya ucapkan kepada Ayahanda Suyoto dan
ibunda Susiati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang
yang tak terhingga, seldu memberikan bimbingan dan nasehat serta semangat
yang tak pernah henti-hentinya untuk terus mendorong menyelesaikan studi ini,
juga kepada kakak Devi manjalini dan adik putrid dayani.

Diucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas
Muhamaddiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M AP atas kesempatan dan
pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyel esaikan pendidikan program
sarjanaini.

Diucapkan terimakasih sebesar-besarnya juga di ucapkan kepada Dekan
Fakultas Hukum Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara lbu Hj. Ida
Hanifah SH..M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada
Wakil Dekan | Bapak Faisal SH.,M.H dan Wakil Dekan Il Bapak Zainuddin
SH.M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setingi-tingginya
di ucapkan kepada Bapak Eka Nam Sihombing SH., M.H selaku pembimbing
I, dan Bapak Irwansyah SHI.,M.H selaku pembimbig |1, yang penuh perhatian
yang telah memberikan dorongan bimbingan dan saran sehingga skrips ini
selesai. Disampaikan juga kepada seluruh staf penggar dan staf biro Fakultas

Hukum Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara.
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’ alikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT, yang Maha Pengash dan Maha Penyayang atas segala rahmat dan
karunianya. Shalawat dan salam semoga tetap tecurahkan kepada baginda Nabi
besar Muhammad SAW, pembawa risalah Allah,yang mengorbankan seluruh
waktunya semata-mata berjuang didalamnya. Juga kepada keluarga dan para
sahabatnya.

Dengan kehendak dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kewenagan Komis Informasi
Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Sumatera Utara” .
Skripsi ini disussun dan digjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperolah gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah
Sumatera Utara Medan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berterima kasih kepada semua
piihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi
ini.

Secara khusus rasa hormat saya ucapkan kepada Ayahanda Suyoto dan
ibunda Susiati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang

yang tak terhingga, selalu memberikan bimbingan dan nasehat serta semangat



yang tak pernah henti-hentinya untuk terus mendorong menyelesaikan studi ini,
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Diucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas
Muhamaddiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M AP atas kesempatan dan
pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program
sarjanaini.

Diucapkan terimakasih sebesar-besarnya juga di ucapkan kepada Dekan
Fakultas Hukum  Universitas Muhamaddiyah Sumatera Utara lbu Hj. Ida
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Terimakasih yang tak terlupakan dan penghargaan yang setingi-tingginya
di ucapkan kepada Bapak Eka Nam Sihombing SH.,M.H selaku pembimbing
|, dan Bapak Irwansyah S.H.I.,M.H selaku pembimbig II, yang penuh perhatian
yang telah memberikan dorongan bimbingan dan saran sehingga skripsi ini
selesal.

Disampaikan juga kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas
Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terimakasih
kepada Miss Linda Wahyu Marpaung S.Pd, M.Ak yang selalu memberikan
omelan dan bawelanya, dan juga kepada sahabat saya Boy Rao Yuhafiz
Nababan S.Sos, M .SP yang selalu mensuport saya melalui dunia casino leng dan

pihak pendukung lainnya yang turut serta. Semoga Allah membalas semua



kebaikan kalian semua. Dan kepada pihak yang tidak bisa saya sebutkan namanya
satu persatu, tiada maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan pesan

kalian, Dan untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Medan, Maret 2018

Penulis
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 pasal 28f :” Setiap orang berhak beerkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosiainyaserta berhak untuk
mencari ,memperoleh,memliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia” Untuk memberikan jaminan terhadap semua
orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk Undang-undang nomor 14
tahun 2008 tentang K eterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pada tanggal 3 April Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
memberikan persetujuan terhadap undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan persetujuan tersebut maka
Indonesia mempunyai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur
mengenai jaringan akses publik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
(UU KIP) merupakan inisiatip dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didukung
oleh berbagai elemen masyarakat madani yang dimotori oleh koalisi masyarakat
untuk Kebebassan Informasi, telah dibahas Tahun 2000.

Unsur penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka
adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Hak mandapatkan informasi menjadi



semakin diperlukan karna penyelenggaraan Negara yang semakin terbuka
Dengan ini publik dapat mengawas penyelenggaraan tersebut dan Negara dapat
mempertanggungjawabkan atau akuntabilitasnya menjadi semakain tinggi.
Partisipasi masyarakat tidak berarti tanpa adanya jaminan Keterbukaan Informasi
Publik (KIP).

Mengenai Komis Informasi, UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Komisi Informasi mempunyai
fungs untuk menjalankan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik, menetapkan standar layanan Informasi Publik melalui medias
ataupun Ajudikasi Nonlitigasi. Secara normatip UU KIP Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan Komisi Informasi untuk
melakukan segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan boleh
dilakukan untuk mencapa amanat UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Sebagal lembaga Negara non structura (auxiliary
state body). Komisi Informasi termasuk ranah campuran dari fungsi Eksekutif,
fungsi quas Y udikatif,dan fungsi quasi Legidatif.

Pelayananan Publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karna
perbaikan Pelayanan Informaasi Publik di Indonesia cenderung “berjalan di
tempat”. Perbaikan pelayanan publik juga sangat berimplikasi luas khususunya
dalam memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di
Indonesia. Buruknya pelayanan publik sdlama ini yang ada di Indonesia

membuat masyarakat cenderung tidak percaya terhadap pemerintah. Dengan



hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat merubah
pandangan masyarakat terhadap pemerintah.

Penyelesaian sengketa informasi publik meldui komis informasi
dilakukan apabila upaya keberatan kepada badan publik tidak mendapat
tanggapan atau jawaban yang memuaskan, maka kemudaian dapat melakukan
upaya kebaratan kepada Komisi Informasi. Dasar hukum yang mengatur
mengenal  penyelesaian sengketa melalui komisi informaasi di atur dalam
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik juncto
Peraturan Komisi Informass Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Upaya penyelesaian Sengketa
Informasi Publik digjukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi
Informasi Provins dan/atau Komis Informasi Kabupaten atau Kota sesuai
dengan kewenangannya apabila tanggapan atas Pejabat Pegelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) daam proses keberatan tidak memuaskan pemohon
Informasi Publik.

Pelayanan Publik yang menjadi persoalan untuk memperoleh perhatian
dan penyelesaian yang komprehensif. Harus diakui, bahwa pelayananan yang di
berikan oleh pemerintah kepada masyarakat terus mengalami pembaharuan, baik
dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiriing meningkatnya tuntutan
masyarakat dan perubahan didalam pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian,

pembaruadilihat dari duasis tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat



masih diposisikan sebagal pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan
dalam kerangka pelayanan.*

Daam rangka Reformasi politik hukum yang dimaksud daam wacana
ini,%ialah supaya keseluruhan kegiatan, dan keseluruhan gparat dan pejabat yang
terlibat, baik dalam rangka pembuatan peraturan Hukum (law making) maupun
rangka penerapannya (law enforcement), supaya semua berfikir dan membuat
putusan dan tindakan dengan mengacu pada paradigma-paradigma yang telah
disepakati secaraNasional.

Berdasarka Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informas publik di
pengadilan. Maka upaya yang dapat dialakukan oleh para pihak yang tidak
menerima atau tidak puas terhadap putusan Komisi Informasi, maka dapat
melakukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang. Pengadilan yang
dimaksut adalah adadah pengadilan Umum atau pengadilan tata usaha Negara
Apabila kebratan di gjukan kepada pengadilan negeri, maka pengadilan negeri
berwenang untuk mengadili sengkta yang di gukan oleh badan publik. Selain
badan publik Negara atau pemohon informasi yang yang meminta informas

kepada badan publik selain badan publik Negara. Sedangkan bagi peradilan tata

! Prof.Dr.Lijtan Poltak Sinambela, Reformasi Peayanan Publik Teori, Kebijakan,dan
Implementasi,Jakarta, Bumi Aksara, cet, keVIl, Halaman 3.

2 Prof.Dr. Solly Lubis S.H,Paradigma Kebijakan Hukum Paska Reformasi, Jakarta, Sofmedia,
2010, Hdaman 63



usaha Negara yang digjukan oleh badan publik Negara atau pemohon informasi
yang memintainformasi kepada badan publik Negara. Berdasarkan latarbel akang
diatas menarik minat penulis untuk mengangkat penelitian yang berjudul”
Kewenagan Komisi Informas Publik Dalam Penyelesaain sengketa
informas publik melalui lembaga komis informas publik (Studi di Komisi

Informas Publik Sumatera Utara).

1. Rumusan masalah
a Bagaimana kedudukan Komis Informasi Publik dalam system
ketatanegaraan.
b. Bagaimana penyelesaian sengketa Informasi publik meldui Komis
Informasi Publik di Sumatera Utara.
c. Bagaimana kekuatan Hukum pada Putusan Sengketa Informasi Publik di
Komisi Informasi Publik Sumatera Utara.
2. Faedah Penelitian
Adapun faedah penelitian ini dihargpkan berguna baik secara teoritis maupun
secara praktis, dengan kata lain yang dimaksut dengan faedah teoritis yaitu
faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya
maupun kepada ilmu hukum pada khususnya pada ilmu praktisi. Penelitian
berfaedah bagi kepentingan Negara ,bangsa, masyarkat dan pembangunan.

a. Faedah Teoritis



Diharapkan dapat memberikan wawasan yang bersifat pengetahuan bagi
penulis. Pada umumnya dapat memberikan kontribusi dalam memahami konsep
hukum ketatanegaraan, yang khususnya pemahaman dan berfaedah bagi
masyarakat, bangsa dan Negara dalam pembangunan.

b. Faedah Praktisi

Diharapkan dgpat memberikan bahan masukan dalam rangka
penyelenggaraan kekuasaan yudikatif, legislative, dan eksekutif yang pada
umumnya beerguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara. Dengan adanya faedah
praktisi diharapkan menjadi bahan masukan terhadap kewenangan konstitusional
Presiden dalm bidang yudikatif, legislative dan juga eksekutif, dan juga dapat

sebagai bagahna pertimbangan dalam kewenangan legislasi Presiden.

B. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui kedudukan Komisi Informasi Publik dalam system
ketatatnegaraan.
2. Untuk mengetahui kewenangan Komis Informasi Puublik dalam
penyelesaian sengketa Informas.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang teerjadi apabila Putusan Komisi
Informasi Publik tidak di jalankan.

C. M etode penelitian



Metode penelitian adlah langkah dan prosedur yang akan dilakukan
dadam mengumpulkan data dan informas empiris untuk memecahkan
permasal ahan dan hipotesis penelitian. Maka digunakan penelitian meliputi ;

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan daam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu
mendeskipsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan
kewenangan Komisi Innformasi Publik (KIP), dalam penyelesaian sengketa
Informasi (Studi di Komisi Informasi Publik Sumatera Utara).

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian
yang digunakan dengan cara melalui Studi Lapangan dengan melakukan wawan
cara dan pengumpulan data yang di peroleh di Komisi Informasi Publik
Sumatera Utarayang kemudian di telaah melaui bahan bahan hukum skunder
terkait dengan teori-teori, doktrin-doktrin,norma-norma, asas-asas (prinsip-
prinsip, kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundang-undangan tertulis
tersebut).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data Primer dan Data
Skunder, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian
ini:

a. Bahan hukum primer, beberapa bahan hukum yang meliputi perundang-
undangan yang mengikat dalam materi penelitian ini. Dalam penelitian ini

digunakan, UUD 1945 Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor



3.

28 Tahun 1999 tentang peyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-UNdang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2010 Tentang satandar Pelayanan INformasi Publik, Peratursn Komisi
Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2011 Tentang cara penyelesaian sengketa Informasi Publik di
Pengadilan.

b. Bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer seperti Buku, Karya llmiah dan/atau jurnal
ilmiah, serta tulisan lain yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap hukum skunder yang berupa kamus hukum, Kamus besar Bahasa
Indonesia(KBBI), Ensiklopedia, dan juga Internet.

Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk

pengumpul data primer dengan menggunkan teknik wawancara pada Komisioner

Komisi Informas Publik Sumatera Utara, sedangkan untuk data skunder yaitu

dengan pengumpulan bahan dari literasi-literasi, peraturan perundang-undangan,



Buku-buku, Dokumen-dokumen, jurnal-jurnal, atau bahan pustaka lainya yang
berkenaan dengan objek yang di teliti.
4. Analisis Data
Data yang terkumpul akan dianalisis yuridis empiris dengan pendekatan
kualitatatif, yaitu pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan, studi
kasus, dan pedoman wawancara kepihak Komisioner Komisi Informasi Publik,
kemudian di deskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman,
persaamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan
hukum primer dengan bahan hukum skunder dari penelitian yang dilakukan oleh
penulis. Metode dalam pengambilan kesimpulan adalah metode deduktif yang
menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifaa umum, kemudian digunakan
untuk menilai suatu peristiwayang beifat khusus.
D. Definis oprasinal
Dengan upaya memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap tulisan
ini khusunya yang akan diteliti, maka masih diangap perlu untuk penjabaran
lebih lanjut dari konsep ini dengan memberikan defenisi oprasional.
1. Kebijakan Publik adalah sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk
dikerjakan maupun tidak di kerjakan.
2. Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan
melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
3. Pelayanan publik Adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan

masyarakat oleh penyelenggara Negara.



4. Komisi Informas Publik adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungs

menjaankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan
peraturan pelaksanaannya, termasuk menetgpkan petunjuk teknis
standaart layannan Informasi Publikdan menyelesaikan sengketa
informasi Publik melalui mediasi dan gjudikasi nonlitigasi yang untuk
pertama kalinya bekarja mulai tanggal 1 Mei 2010 dengan berkaitan akan
berlakunyaa Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

. Sengkata Informasi Publik adalah sengketa yang terjaadi antara Badan
Publik dengan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak
memperoleh dan menggunaka informasi berdasarkan perundang-
undangan.

. Penyelesaian Sengketa Informasi adalah upaya penyelesaina sengketa
informasi digjukan kepada komisi informasi pusat/atau komisi informasi
provinsidan/atau  komisi informasi kabupaten/kota sesua dengan
kewenangannya apabila tangagpan atas pejabat pengelola informasi dan
dokumentas daam proses keberatantidak memuaskan pemohon
informasi publik (PPID). Upaya penyelesaian sengketa informasi publik
di gukan dalam waktu paing lambat 14 hari kerja setelah diterimanya
tanggapan tertulis dari atasan pejabat pengelola informaas dan

dokumentas (PPID).
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Komisi Informasi Publik

Komisi Informasi Publik berfungsi menjalankana Undang-undang
keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapakan
petunjuk teknis standard layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa
Informasi Publik melalui mediaasi dan/atau gjudikasi nonlitigasi.

Tugas Komisi Informasi Publik Adalah
1. Komisi informasi bertugas

a Menerima, memeriksa,dan memutus permohonan penyelesaian
sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau gjudikasi nonlitigas yang
digjukan oleh setigp pemohon informasi publik berdasrkan aasan sebaga mana
dimaksut dalam undang undang ini. Menetgpkan kebijakan umum pelayanan
informasi publik, menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

2. Komisi Informasi Pusat bertugas

11



a Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui
medias dan/atau ajudikasai nonlitigasi.

b. Menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informas
publik di deerah selamakomisi informasi provinsi dan/atau komisi informas
kabupaten/kota belum terbentuk.

C. Memberikan  lgporan mengenai  pelaksanaan  tugasnya
berdasasrkan Undang-Undang ini kepada Presidan dan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta
3. Komisi informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota
bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di
daerah melalui mediasi dan/atau gjudikas nonlitigasi.

B. Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik

Berbicara tentang dasar hukum, maka erat kaitannya dengan sumber
hukum. Adapun yang dimaksut sumber hukum adlah segala atau apa sgja yang
menimbulkan aturan —aturan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang
kalau dilanggaar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.®
Dengan demikian pengertian dasara hukum adalah segala sesuatu yang dapat
menimbulkan aturan-aturan yang mempunya kekuatan yang bersifat memaksa

Artinya aturan aturan yang jika dilanggar akan memberikan sangsi yang nyata

3prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH, Christine S.T. Kansil,SH, MH,2011, Pengantar ilmu hukum

Indonesia, Jakarta,Rineka Cipta, Halaman 57



dan tegas. Para ahli membedakan sumber hukum dalam arti material dan sumber
hukum dalm arti formal.

Sumber hukum dapat tinjau dari segi materia dan segi formal:

1. Sumber hukum materil *

Sumber hukum materil adalah faktor-faktor yang menentukan isi hukum
karna sumber hukum meteril ini merupakan faktor idiil dan faktor
kemasyarakatan. Faktor idiil adalah patokan-patokan yang mengena keadilan
yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undangataupun para prmbentuk
hukum vyang lain dadam melaksanakan tugasnya. Sedangkan factor
kemasyarakatan adlah factor yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan
tunduk pada aturan-aturan yang berlakusebaga petunjuk hidup masyarakatyang
bersangkutan.

2. Sumber Hukum Formal >

Yang dimaksud sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan
bentuk hukum tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal.
Dengan demikian sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya
peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat ataupun oleh para penegak
hukum. Adapun sumber hukum formal adlaah sebagai berikut;

1. Undang-Undang.
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4 H. Zaeni Asyhadie S.H., M.Hum, Arif Rahman, S.H., M.Hum, 2016, pengantar IImu Hukum,

Jakarta, Rgjawali pers, halaman 88
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Undang-Undang adalah suatu peraturan Negara yang mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan di dipelihara oleh penguasa
Negara.® Menurut Buys, Undang-Undang memiliki 2 arti yakni;

a.  Undang-undang dalam arti formal ialah setiap keputusan pemerintah yang
merupakan Undang-Undang karna cara pembuatannya.( misalnya: di buat
oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Parleman).

b. Undang-undang dalam arti material ialah setigp keputusan pemerintah
yang yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

2. K ebiasaan (Custom) atau hukum tak tertulis

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berualang-
ulang dalam hal yang sama. Apabila sesuatu kebiasaan terteentu diterima oleh
masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa,
sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai
pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian maka timbullah suatu
kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup disebut sebagai hukum.” Agar
kebiasan memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan sekaligus menjadi sumber
hukum maka maka harus memenuhisyarat sebagal berikut;

a. Harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulang kali

dalam hal yang samadan diikuti oleh banyak orang/umum.

% 1bid,, halaman 58
" Ibid,, halaman 60
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b. Harus ada keyakinan hukum dari orang-orang golongan-golongan yang
berkepentingan. Dalam arti harus terdapt keyakianan bahwa aaturan-
aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu mengandung hal-hal yang
baikdan layak untuk diikuti sertamemeiliki kekutan mengikat.

3. Keputusan Hakim (yurisprudensi)

Y urisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan
dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenali masalah yang
sama.® Ada 2 macam jenis yurisprudensi;

a. Yurisprudensi tetap

b. Yurisprudens tidak tetap
Adapun yang dinamakan yurisprudensi tetap ialah keputusan hakim yang

terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi
pengadilan untuk mengambil keputusan. Seorang hakim mengikuti keputusan
hakim yang terdahulu karna ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan
hanya dipaka hanya sebaga pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan
mengenai suatu perkara yang serupa

4. Traktat

Apabila dua orang mengatakan sepakat (consensus) tentang suatu hal ,
maka mereka itu melakukan perjanjian.akibat penjanjian ini iaah bahwa pihak

pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu.’

8 1bid,,halaman 61
° Ibid,, halaman 62

15



Daam Teraktat/perjanjian yang terjadi pada dua Negara disebut sebaga Traktat
Bilateral. Dan teraktat/perjanjian yang dilakukan lebih dari dua Negara disebut
Traktat Multilateral.
5. Pendapat para ahli atau Doktrin
Doktrin adalah pendgpat para ahli yang pendapatnya dapat dijadikan

pedoman oleh hakim dalam mengambil keputusan. Dalam yurisprudensi terlihat
bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seseoran atau beberapa sarjana
hukum yang terkenal dlam pengetahuan hukum.* Berkaitan dengan pembahasan
yang penulis kemukakan tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka terdapat
beberapa dasar hukumyang menjadi dasar dalam memberikan informasi kepada
pengguna layanan publik, diantaranya;

a.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebaas dari korupsi, kolusi,dan nepotisme.

b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik.

c. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010Tentang pelaksanaan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik.

d. Peratururan mentri dalam negri Nomor 35 Tentang pedoman pegelolaan

pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementrian dalam negri

dan pemerintah daerah

91hid,, halaman 63
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e. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standard layanan

informasi publik

f. Peraturan komis informasi nomor 2 tahun 2010 tentang prosedur

pelayanan penyelesaian sengketainformasi publik

g. Peraturan mahkamah agung repubik Indonesia nomor 2 tahun 2011

tentang tata cara penyelesaian sengketainformasi publik di pengadilan.
C. Subjek Hukum K eterbukaan I nformasi Publik

Pengertian subjek hukum menurut aga adaah setigp orang mempunyai
hak dan kewgjiban, yang menimbulkan wewenang hukum," sedangkan
pengertian wewenang hukum hukum itu sendiri adalah wewenang untuk menjadi
subjek dari hak-hak. Subjek hukum adalah setiagp mahluk yang berwenang
untuk memiliki dan menggunakan hak serta kewsgjiban dalam lalulintas hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan

informasi publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Negara dan /atau penyel enggaraan badan publik lainnya
yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta Informasi lain yang berkaitan
dengan keoentingan publik. Kemudian dipertegas mengena badan publik yang
dimaksut adalah badan publik adaah badan Legidatif, Eksekutif, dan Yudikatif,
dan badan lan yang tugas dan fungs pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaran Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

" Agus dwiyanto halaman 9
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anggaran pendgpatan dan belanja daerah, atau organisas non pemerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat,dan/atau luar negri.

Untuk itu dengan demikian yang dimaksut badan publik adalah badan
publik Negara dan badan publik selain Badan Publik Negara. Badan publik
Negara adalah lembaga Eksekutif, Legidatif, Yudikatif,dan badan lain yang
tugas fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaran Organisasi, yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
dan/atau anggaran dan pendpatan belanja daerah. Badan Publik selain badan
publik Negara addah BUMN, BUMD, Organisasi Non Pemerintah dan partai
poloti yang sebagian atau yang seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendgpatan dan belanja dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,
sumbangan masyarakat,dan/atau luar negri.

Dengan demikian cakupan mengena subjek hukum penyedia
informasipublik sangat laus cakupannya, yakni meliputi badan publik Negara,
badan publik selain badan publik Negara, dengan demikian hamper semua yang
menyelenggarakan informasi publik untuk masyarakat dapat dikategorikan
sebagal subjek hukum imformasi publik. Hal itu dikarenakan pengertian badan
publik yang bermakna luas, diantaranya badan publik Negaraatau lembaga
Legidatif, Eksekutif, dan Yudikatif dan badan lain yang fungs dan tugas

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan organisasi, yang sebagian atau
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yang seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja dan/atau
pendagpatan anggaran belanja daerah. Badan publik selain badan publik Negara
adalah BUMN, BUMD,Organisas non pemerintah dan parta politik yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja dan

atau pendapatan belanja Daerah sumbangan masyarakat atau luar negri.
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BAB |11

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana kedudukan komisi Informasi publik dalam sistem
ketatanegaraan

Dadam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tetang Keterbukaan
Informasi Publik  dijelaskan Komis Informasi adaah lembaga mandiri yang
berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksananya, menetapkan
petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi. Dalam pasal 4 ini
memang telah di jelaskan secara jelas tentang kedudukan Komisi Informas yaitu
termasuk dalam lembaga yang mandiri. Dalam wawancara saya dengan Ketua Komisi
Informasi Publik Sumatera Utara Bapak Jalil, beliau mengatakan pada saya bahwa
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang bersifat adhock yang artinya Komisi
Informasi dapat dibubarkan kapan sajajika Komisi Informasi tidak dibutuhkan lagi.

Kedudukan dalam sistem ketatanegaraan addah suatu lembaga yang
memiliki garis keatas atau garis kebawah dan/atau disebut dalam llmu Hukum

sebagai Hirarki. Komisi Informasi Publik dalam Undang-Undang Uomor 14 Tahun
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2008 Tentang Keterbukaaan Inforasi Publik menjelaskan kedudukannya atas susunan
yang termasuk dalam bab VI Komisi Informasi bagian keduapasal 24 ayat ;
1. Komisi informasi terdiri atas komisi informas pusat, komisi informasi
provinsi, dan jika dibutuhkan komisi informasi kabupaten/kota.
2. Komisi informasi pusat berkedudukan di ibukota Negara.
3. Komisi informas provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan komisi

informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Daam sistem ketatanegaraan kita selalu berbicara tentang lembaga negara
yang ada di Indonesia, baik lembaga Negara yang diatur dalam Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Presiden, Wakil Presiden, MPR,
DPR, DPD, BPK, MAMK, DAN. Dan ada Lembaga Negara yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang, seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK,
KPI, PPATK, Ombusman, dan juga termasuk Komisi Informasi Publik. Dan
Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
dan atau Lembaga yang dibentuk berdassarkan Peraturan Menteri. Jadi dalam sistem
kelembagaan Negara ada dibagi keddam 4 tingkatan kelembagaan Negara, yang
mana keempatnya telas di terangkan diatas. Berdasarkan pasa 17 Undang-Undang
Dasar 1945 Presiden sebagal pemegang kekuasaan Pemerintahan dalam menjalankan
tugasnya dibantu oleh Mentri-Mentri. Keberadaan Mentri-Mentri tersebut telah jelas
dan tegas diatur dalam payung hukum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

Tentang Kementrian Negara
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Daam penyelenggaraan dan pemerintahan Negara juga terdapat lembaga
lembaga lain yaitu lembaga non struktural sebagai perwujudan pertispasi masyarakat
dalam pemerintahan. Lembaga non struktural merupakan lembaga diluar struktur
organisas intansi pemerintah, yang bersifat Independen serta memiliki Otonomi
dalam menjalankan mandatnya sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Adajugalembaga-lembaga daerah yang yang diatur dalam BAB VI Undang-Undang
Dasar 1945 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya
beberapa organ daerah yang atau lembaga daerah yang merupakan lembaga Negara

yang terdapat di daerah. Lembaga-|lembaga daerah tersebut adalah ;

1. Pemerintahan Daerah Provins (terdiri atas Gubernur dan wakil Gubernur dan
DPRD Provingi).

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten (terdiri atas Bupati dan wakil bupati dan
DPRD kabupaten).

3. Pemerintahan Daerah Kota (terdiri atas Walikota dan Wakil Walikota dan

DPRD kota).

Jadi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang
Dasar 1945, berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan/atau Presiden,

dan juga berdasarkan Peraturan Mentri.

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengatur Tentang Sistem Kekuasaan Lembaga Negara yang pertama sistem
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Kekuasaan Legidatif (MPR, DPD, DPR), Kekuasaan Eksekutif (Presiden dan Wakil
Presiden), dan Kekuasaan Yudukatif (MA dan MK). Namun dalam beberapa kajian
ada yang menambahkan bebrapa kekuasaan Lembaga Negara dalam sistem
kekuasaan Lembaga Negara yaitu, Kekuasaan Eksaminatif (BPK),dan Lembaga
Negara bantu dan/atau the state auxiliary body (KY). Namun saya tidak akan
mengkaji terlalu dalam tentang kesemua kekuasaan lembaga Negara tersebut, saya
hanya akan fokus pada kekuasaan Yudikatif, namun saya akan menjelaskan sedikit

tentang kekuasaan L embaga Negara tersebut.

1. Kekuasaan legislatife

K ekuasaan |egislative adalah

a. Majelis Permusawaratan Rakyat (M PR).
Ada dua pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang mengatur tentang majelis permusyawaratan Rakyat
yaitu pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Remusannya adal ah
1). Magelis Permusyawratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerahyang dipilih
melalui pemilihan umum dan di atur lebih lanjut oleh Undang-Undang.
2). MAjelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikit dalam lima tahun

di ibukota Negara
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3). Segala putusan majelis permusyawaratan rakyat ditetatpkan dnegan
suaraterbanyak.
Pasa 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 rumusanya adalah

1). Maé€is Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan

menetapkan Undang Undang Dasar .

2). Magé€is Permusyawratan Rakyat melantik Presiden dan Wakil

Presiden.

3). Mgelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan
Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-

Undang.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat ini diatur juga daa
pasa 20 dan pasa 20 A Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia

tahun 1945.

1) DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-udang.
2) Setigp rancangan Undang-undang dibahas oleh DPr dan Presiden

untuk memdapatkan persetujuan bersama



3)

4)

5)
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Jitka rancangan Undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan
bersama, rancangan itu tidak boleh digjukan lagi dalam persidangan
DPR masaitu.

Presiden mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari
semenjak rancangan Undang-undang tersebut disetujui, rancangan
Undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang.

Dadam ha rancangan Undang-undang yang telah disetujui
bersamatersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh
hari semenjak rancangan Undang-undang tersebut disetujui, rancangna

tersebut sah menjadi rancangna Undang-undang.

Selanjutnaya rumusan pasal 20 A adalah sebagai berikut

1)

2)

3)

DPR memiliki fungdi legidasi, fungs anggaran, dan fungsi
pengawasan.
Daam melasanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-

pasa lain undang-undang dasar ini DPR memiliki hak interplasi, hak
angket, dan hak menyatakan pendapat.

Selain hak yang diatur daam pasla-pasla lain Undang-undang Dasar
ini,setigp anggota DPR  mempunyai hak  mengauka

pernyataan,menyampai kan usul dan pendapat serta hak imunitas.
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4) Ketentuan lebih lanjut tentang DPR dan hak anggota DPR diatur

dalam Undang-undang.

Selain ketentuan pasa daiatas, mengenai DPR ini diatur juga dalam
pasa 19, pasal 21, dan pasa 22B Undang-undang Dasar Negra Republik
Indonesia. Rumusan pasa 19 Undang-undang Dasaar Negara Republik

Indonesia 1945 adal ah.

1). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

2). Susunan anggota Dewan Peerwakilan Rakyat diatur dengan Undang-

Undang.

3). Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya bersidang sekali dalam

setahun.

Rumsan pasd 21 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945 adal ah;

1). Anggota Perwakilan Rakyat berhak mengagukan usul rancangan

Undang-undang.

2). Jika rancangan itu , meskipun disetujui oleh DEwan Perwakilan
Rakyat tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh

di gukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masaitu
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Rumusan pasal 22 B Undang-undang Dasar Republik Indonesia
Tahun1945 adaah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapa diberhentikan
dari jabatanya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-

undang.

. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

ide pembentukan dewwan perwakilan daerah (DPD), bermula untuk

reformasi struktur parlemen Indonesia, yang terdiri atas DPR dan DPD.

Lembaga baru yang dikena dengan DPD ini muncul melaui perubahan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hadirnya

DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam pasal 22C dan

pasa 22 D Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal

22 C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945rumusannya adalah;

1). Anggota Deawan Perwakilan Daerah di pilih dari setigp Provinsi
melalui pemilihan umum.

2). Anggota Perwakilan Rakyat Daerah dari setiap Provinsi jumlahnya
sama dari jumlah seluruh Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih
dari sepertigajumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

3). Dewan Perwakila Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

4). Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan

Undang-undang.
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Selanjutnya ,pasal 22 D Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, mengatur wewenang DPD, sebagai berikut:

1).

2).

3).

Deewan Perwakilan Daerah dapat mengagjukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan,sumber daya aam
dan sumber daya ekonomilainnya, serrta yang berkaitan dengan
pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
Dewan Perwakilan Daerah ikut dalam membahas rancangan Undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta keimbangan ekonomi pusat
serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
atas rancanga Undang-undang anggaran pendapatan dan beanja
Negara serta rancangan yang berkaitan dengan pgak, pendidikan dan
agama.

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawwasan atas
pelaksanaan Undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan
pemekaran, dan pengabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya
pelaksanaan dan pendapatan belanja Negara, pajak, pendidikan, dan

agama serta menyampaikan hasil pengawasanya kepasda Dewan
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Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditinjak
lanjutin.

4). NGGOTA Dewan Perwwakilan Daerah dapat diberhentikan dari
jabatanya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan Undang-

undang.

Mencermati pasal 22 D Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 diatas, harus dibedakan antara fungsi DPD dalam
bidang legislasi dan bidang pengawasan. Meskipun didalam bidang
pengawasan, keberaadaan DPD bersifat Utama (main constitusional
organ) yang sedergjat dan sama pentinggnya dengan DPR, tetapi dalam
bidang legislasi, fungsi DPD itu hanyalah sebaga co-legislator disamping
DPR. Sifat tugasnya dibidang legidasi hanya menunjang (auxiliary

agency) tugas knstitusional DPR.

2. Kekuasaan Eksekutif.

Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang.
Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden bersama

dengan para Mentri yang biasa disebut sebagai Pemerintah.

1). Presiden

Presiden sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan dan Presiden

Sebaga Kepaa Negara Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan
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menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
dan Presiden menetagpkan Peraturan Pemerintah Untuk menjaankan Undang-

Undang sebagai mana mestinya.

2). Wakil presiden

3. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif adalah kekuassan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kekuasaan Yudikatif atau disebut sebagai kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
daam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama,
Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dan juga Badan-Badan lain yang
fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-

Undang.

1). Mahkamah Agung

Dengan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, berimbas kepada pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan
kehakiman dilakukakn oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang

berada dibawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
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agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

negaradan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Didalam Undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945,
mengenai mahkamah agung diaturdalam pasal 24, ayat 1dan ayat 2, serta
pasa 24A . Adapun rumusan pasal 24 Undang-undang Dasar negar Republik

IndonesiaTahun 1945 adalah.

1). Kekuasaan kehakiman merupaka kekuassan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan
peradilan yang berda dibawah dan lingkungan pradilan militer, peradilalan

tata usaha negar,dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Selanjutnya rumusan pasal 24 A, Undang-undang Dasar Negara

republic Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut

1). Mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-
undang, dan mempunya wewenang lainya yang diberikan oleh undang-

undang.

2). Mahkamah agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak

tercela, adil, professiona, dan berpenga aman dibidang hukum.
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3). Calon hakim mahkamah agung di usulkan oleh komisi yudisia kepada
dewan perwakilan rakyat untuk mendgpatkan persetujuan dan selanjutnya

ditetepakan sebagai hakim agung oleh Presiden.

4). Ketua dan wakil ketua mahkamah agung dipilih dari dan oleh hakim

agung

5). Susunan kedudukan ,keanggotaan, dan hukuman acara mahkamah agung

serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-unang.

2). Komisi Yudisial

Komisi Yudisial bersifaa mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku

Hakim.

3). Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitus berwewenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa kewenangan Lembaga Negara
yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus
pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan

Umum.
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Namun tidak ada pihak yang memungkiri tentang pesatnya perubahan tenang
sistem ketatanegaraan di Indonesia terutama dalam beberapa tahun terakhir paska
terjadinyareformasi padatahun 1998. Namun madah kebijakan dan pelayanan publik
juga semangkin berkembang menjadi isu sentral yang menjadi penataan Sstem
Administrasi Negara. Itulah sebabnya gerakan reformasi menjadi komitmen kolektif
masyarakat Indonesia. Untuk itu salah satu dimens dari keinginan perubahan itu
adalah pemihakan pemerintah dalam kepentingan publik melaui pengolaan kebijakan

dan pelayanan publik yang menguntungkan.

Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam
menggerakkan organisasi, karna birokrasi ditata secara forma untuk melahirkan
tindakan rasiona dalan sebuah organisasi. Birokras merupakan sarana dan
perasarana dalam menjaankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang
semakin modern dan kompleks, namun masalah yang dihadapi oleh masyarakat
tersebut adalah bagaimana memperoleh dan melaksanakan pengawasan agar birokrasi
dapat bekerja demi kepentingan rakyat banyak. Seperti rumusan idealnya birokrasi
Max Weber yang mendefenisikan birokrasi sebagai suatu bentuk organisas yang
ditendai oleh hierarki, spesialisasi peranan, dan tingkat kompetens yang tinggi
ditunjukkan oleh para pegjabat yang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut'. Jika
dilihat dari perjalanan tumbuhnya birokrasi, pada dasarnya birokrasi bukanlah suatu

penomena yang baru, karna sudah ada sgak ribuhan tahun lalu walaupun bentuknya

“lijan poltak sinambela, cetakan ke VIl tahun 2014, reformasi pelayanan publik teori,kebijakan
dan implementasi,Jakarta, PT bumi aksara, halaman 53.



34

yang masih sangat sederhana karna kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan pada saat

itu masih sangat sederhana

Birokrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh para birokrat harus selalau
mengarah pada kepentingan masyarakat. Kekuasaan yang selama ini berada para
birokrat haruslah berali lokusnya pada masyarakat, karna yang menjadi dan dibuat
kebijakan oleh birokrat bersumber dari aspirasi, kebutuhan dan kepentingan
masyarakat.yang tidak kala pentingnya bagi masyarakat adalah para birokrat sadar
dimana dia harus bertindak dan bersikap dengan menggunakan wibawa dan
kekuassan Negara, serta bilamana ia harus bersikap sebagai abdi dan pelayan
masyarakat, yang tidak boleh menunjukan sikap hanya main kekuatan dan

kekuassan®.

B. Bagaimana penyelesaian sengketa | nformasi Publik melalui Komisi I nformasi

Publik Sumatera Utara

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (rechtsstaat). Salah satu
Negara berlandaskan hukum adalah menjamain perlindungan hak asas manusia.
Daam konteks ini, Kongtitusi (Undang-Undang Dasar 1945) Republik Indonesia
secara nyata memberikan jaminan kepada seluruh rakyata Indonesia atas hak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengeloladan menyampaikan

Bibid, halaman 69
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informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia sebagaimana yang diatur

dalam pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945.

Perwujudan dari pada penghormatan (torespect), perlindungan (to protect)
dan pemenuhan (tofulfill) terhadap hak atas hak Informasi Publik kemudian diatus
lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Pulik (UU KIP) yang telah di Undangkan pada 30 April 2008 dan berlaku
secara Efektif pada 30 April 2010. Dengan adanya Undang-Unadang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP) ini, Negara telah menegaskan pemenuhan hak masyarakat

atas Informasi Publik.

Sebagal bagian dari jaminan hak Informasi yang diatur ddam Undang-
Undang Keterbukaaan Informasi Publik (UUKIP). Pemerintah juga telah
mengundangkan peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Undang-Unadang Keterbuakaan Informasi Publik (UU KIP) pada Tangga 23
Agustus 2010. Selain memberikan jaminan atas Hak Informasi kepada masyarakat,
secara filosofis Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bertujuan
sebagal sarana pengawassan publik terhadgp penyelenggaraan Negara yang

akuntabel, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga memberikan amanah
untuk membentuk Komisi Informasi Pusat yang telah teredisasikan pada Tahun

2009, sebaga Lembaga mandiri yang berfungs menjalankan Undang-Undang
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Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksananya, menetgpkan petunjuk
teknis standart layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan Sengketa Informasi

Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.

Daam penyelesainan Sengketa Informasi Publik, Komisi Informas Pusat
telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2013) pada
Tanggd 29 Maret Tahun 2013 dan mengundangkannya pada Tanggal 29 April 2013.
Perki 1 Tahun 2013 ini merupakan Tukum Formil atau hukum Acara dalam proses
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi. Daam khasanah
Hukum, Perkil Tahun 2013 merupakan Hukum Formil atau Hukum Acara untuk

melaksanakan tegaknya Hukum Materil (dalam hal ini UU KIP).

Perki 1 Tahun 2013 sebagai Sukum formil merupakan ketentuan yang
mengatur Tentang tata cara, prosedur dalam mengatur bagaimana cara dan lembaga
mana yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik. Oleh sebab
itu tanpa adanya hukum acara yang tetap dan memadai, maka asas yang terkandung
dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bahwa Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik dilakukan secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan

cara sederhanatidak akan tercapai.

Selain Perki Nomor 1 Tahun 2013 sebagai dasar hukum formil penyelesaiana

sengketa Informasi Publik, terdgpat pula peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
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Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di
Pengadilan. Komisi Informasi Pusat sebagai |lembaga yang berwenang menyelesaikan
Sengketa Informasi Publik sangat berkepentingan untuk menyebarluaskan dan
memberikan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia untuk mengetahui regulasi
yang mengatur secara khusus cara penyelesainan sengketa Informasi Publik melelui
Perki Nomor 1 Tahun 2013 ini. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui

bagamana prosedur beracara atau bersidang di Komisi Informasi.

Daam proses Mediasia dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi yang ada dalam

Komisi Informasi Publik meliputi:

Pemohonan

Yang dimaksut dalam permohonan adaah setigp warga Negara Indonesia dapat
memohon dan/atau meminta Informasi Publik sesuai dengan dengan Undang-undang
Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun mekanisme
pengajuan permohonan dalam Komis Informasi Publik yang di atur dalam Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Pemyelesaian Sengketa
Informasi Publik diatur dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasa 12, pasd 13, pasa

14,dan pasdl 15:

Badan Publik

Badan publik adalah lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan badan lain yang

fungs dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan/atau
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anggaran pendapatan dan belanja daerah atau oraganisasi non pemerintah sepanjang
sebagian atau sduruhnya bersumber dari  anggaran pendapatan belanja
negaradan/atau anggaran dan pendpatan belanja daerah, sumbangan masyarakat,

dan/atau luar negeri.

BAB Il

PERMOHONAN

Bagian Kesatu Tata Cara

Pasa 9

1. Permohonan digjukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi
yang berwenang sesuai ketentuan dalam pasal 6.

2. Permohonan digjukan secara tertulis bailk dengan mengisi formulir
permohonan atau mengirimkan surat permohonan.

3. Permohonan lisan hanya dapat digukan dengan datang langsung oleh
pemohon yang memiliki kebutuhan khusus.

4. Petugas membantu pemohon menuangkan permohonan dalam formulir yang
telah disediakan terhadap permohonan yang telah digukan secara lisan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasa 10

1. Formulir atau surat permohonan sekurang-kurangnya memuat:
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|dentitas Pemohon;

1)
2)

3)

Nama Pribadi dan/atau Nama Institusi;
Alamat Lengkap; dan
Nomor Telpon yang bisa dihubungin dan nomor faksimili/ aamat

email, jika ada.

Uraian mengenai aasan pengajuan permohonan

Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi , yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon oleh adalah Informasi
yang bersifat terbuka sehinga wajib untuk dibuka dan diberikan
kepada pemohon;

Menyatakan bahwa Termohon telah salah karna tidak menyediakan
Informasi  tertentu secara berkala, sehinga termohon wajib
menyediakan dan mengumumkan Informasi tersebut secara berkala;
Menyatakan Termohon telah salah kana tidak menanggapi
Permohonan Informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi
Permohonan Informasi oleh Pemohon;

Menyatakan bahwa Termohon telah salah karna telah menangggapi
Permohonan tidak sebaga mana yang dimohonkan, sehingga
Termohon wajib menanggapi Permohonan Informasi  sesual
Permohonan;

Menyatakan bahawa Termohon telah salah karna tidak memenunhi

Permohonan Informasi, sehinga Termohon wajib memenuhi
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Permohonan Informas oleh Pemohon sebaga mana yang
dimohonkan; dan/atau.

6) Menyatakan bahwa Termohon telah salah karna mengenakan biaya
yang tak wajar atas Permohonan Informasi untuk menetapkan biaya
yang wajar.

2. Bentuk formulir permohonan sebagai mana dimaksut pada ayat (1) diatur

dalam lampiran | sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasa 11

1. Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Pemohon sebagai
berikut:
a. ldentitas Pemohon yang sah, yaitu;

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, paspor atau identitas lain yang sah
yang dapat membuktikan permohonan adalah warga Negara Indonesia
, atau;

2) Anggaran dasar yang telah disahkan oleh mentri hukum dan hak asasi
manusia dan tercatat di berita Negara Republik Indonesia dalam hal
permohonan adalah badan hukum.

3) Surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuassa dalam
hal pemohonan kelompok orang.

b. Permohonan Informasi kepada Badan Publik, yaitu;
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1) Surat pemohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda
pemberian/penga uan permohonan Informasi; dan/atau

2) Surat pemberitahuan tertulis dari badan publik atas permohonan
Informasi;

c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu;

1) Surat tanggapan tertulis atas keberatan pemohon oleh atasasn PPID;
atau

2) Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberitahuan/ pengajuan
tanda pengiriman atau tanda terima.

3) Dokumen lainya, bila dipandang perlu.

2. Daam ha pemohon didampingi atau di wakili oleh kuasa, permohonan harus
disertai dengan surat kuasa.

3. Pemohon yang mengagukan permohonan menyelesailkan sengketa informasi
publik dengan alasan keberatan karna tidak di sediakannya informasi publik
yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publik,
tidak peerlu menyerkan dokumen sebagaimana dimaksut pada ayat (1) huruf

b.

Pasa 12

Daam menerima permohonan, Komisi Informasi tidak memungut biaya.

Bagaian Kedua Jangka Waktu
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Pasa 13

Permohonan digjukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

a. Tanggapan tertulis atas kebratan dari atasan PPID diterima oleh
pemohon
b. Berakhirnya jangka waktu 30(tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID

dalam memberikan tanggapan tertulis.

Bagian Ketiga Pencabutan Permohonan

Pasal 14

1. permohonan dgpat dicabut oleh pemohon sebelum siding putusan
berdasarkkan pertimbangan Majelis Komisioner
2. pencabutan permohonan sebagaimana dimaksut pada ayat (1) dilakukan

secara Tertulis

Pasa 15

1. penitra menerbitkan Akta pembatalan registrasi terhadapa pencabutan
permohonan yang dilakukan sebelum proses gjudikasi dimulai.

2. dalam hal pencabutan permohonan dilakukan dalam proses gudikasi, majelis
Komisioner mengeluarkan penetgpan terhadap pencabutan  permohonan

tersebut.
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3. Majelis Komisioner memerintahkan Panitra untuk mencoret permohonan dari
registrasi sengketa

4. pembatdan registrasi terhadap pencabutan permohonan sebagaimana di
maksut pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat di gukan

kembali.

BAB IV

REGISTRASI

Pasa 16

1. Petugas memeriksa formulir atau surat permohonan dan dokumen
kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksut dalam pasal 10 dan pasal 11.

2. Petugas mencatat permohonan kedalam buku register permohonan dalam hal
permohonan lengkap.

3. Bentuk buku registrer permohonan dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

lampiran 11 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasa 17

1. Panitra memberikan surat pemberitahuan ketidak lengkapan dokumen
selambat-lambatnya 3(tiga)hari kerja sejak diterimanya permohonan, dalam
ha permohonan belum melengkapi dokumen kelengkgpan permohonan

sebagaimana dimaksut dalam pasal 11.
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2. Pemohon harus melengkapi dokumen kelengkapan permohonan paling lambat
7(tujuh) hari kerja sgjak diterimanaya pemberitahuan sebagaimana di maksud
padaayat(1).

3. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksut pada ayat (2) pemohon
belum melengkapi permohonan dengan dokumen identitas yang sah
sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) huruf apanitra menerbitkan akta
yang menyatakan bahwa permohonan tidak diregistrasi.

4. Panitra memberikan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat
lambatnya 3(tiga)hari kerja sejak penerbitan akta yang manyatakan
permohonan tidak di registrasi.

5. Bentuk surat ketidak lengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur daam lampiran |1l sebaga bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan ini.

Pasa 18

1. Panitra tetap meregistrasi permohonan dala hal pemohon tidak dapat
melengkapi peeermohonan dengan dokumen sebagaimana dimaksud pasal11l
ayat(1) huruf b dan c dengan alasasn bahwa permohonan informasi atau
permohonan keberatan tidak dilayani oleh badan publik sebagaimana

mestinya.
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2. Alasan sebagaimana dimaksut pada ayat (1)harus disampaikan kepada komisi
informasi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sgak diterimanya
surat pemberitahuan sebagaimanadimaksut dalam pasal 17 ayat (1).

3. Panitra mengirimkan bukti registrasikepada pemohon selambat-lambatnya
3(tiga) hari kerja sgjak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diregistrasi.

Pasa 19

Panitra menyampaikan formulir permohonan dan dokumen kelengkapan permohonan

setelah diregistrasi kepada ketua komisi informasi.

BABV

PENETAPAN DAN PEMANGGILAN PARA PIHAK

Bagian kesatu Penetapan Mediator, Majelis Komisioner, dan Panitra Pengganti

Pasa 20

1. Ketuakomisi informasi menetapkan majelis komisioner dan mediator

2. Panitramenetapkan panitra pengganti.

3. Mgjelis Komisioner dan Mediator merupakan Komisioner pada Komisi
Informasi.

4. Majelis Komisioner asekurang-kurangnya berjumlah 3(tiga) orang atau lebih

selama berjumlah gasal.
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5. KetuaKomis dgpata menetgpkan Mediator pembantu.
6. Persyaratan dan tata cara menjadi mediator pembantu selain Komisioner

ditetapkan oleh ketua Komisi Informasi Pusat.

Pasa 21

Daam ha ketua Komis Informasi berhalangan, pelaksanaan tugas dan kewenangan
sebagaimana dimaksut daam pasal 20 ayat (1) dujalankan oleh wakil ketua komisi

informasi.

Pasal 22

1. Mediator, mediator pembantu, dan magelis komisoner waib mengundurkan
diri apabila:

a. Terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampa dergjat
ketiga,atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai,dengan
salah satu pihak atau kuasanya; dan atau

b. Mempunya kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara
dan/atau parapihak atau kuasanya

2. Para pihak dapat menggukan permohonan pergantian mediator, mediator
pembantu, dan/ atau majelis komisioner kepada ketua komisi informasi dalam

hal adanya kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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3. Permohonan penggantian mediator, mediator pembantu, dan /atau majelis
komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan paing lambat
2(duad)hari kerja sebelum mediasi atau gudikas dimulai.

4. Pergantian sebagaimana dimaksut pada ayat (2)ditetegpkan oleh ketua komisi
informasi.

5. Daam ha yang dimohonkan dalam penggantian sebagaimana dimaksut pada
ayat (2) adalah ketua komisi informasi,pergantian dilakukan oleh wakil ketua
komisi informasi.

6. Daam hal yang dimohonkan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah ketua dan wakil ketua komisi informasi, pergantian ditetapkan oleh

komisioner lain yang tertua usianya yang tidak menangani perkaratersebut.

Pasa 23

Majelis komisioner menetapkan metode, tempat, agenda, sertajadwal hari sidang hari

pertama gudikasi.

Bagian kedua pemanggilan para pihak

Pasal 24

1. Panitra pengganti menyampaikan surat panggilan kepada para pihak secara

langsung atau melaaui surat tercatat.
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2. Surat panggilan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh
para pihak atau kuasanya selmabat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebalum hari
pertama gudikasi dan mediasi.

3. Panitrapengganti membuat tandaterima surat panggilan.

Pasa 25

Termohon dapat menyerahkan jawaban tertulis kepada majelis komisioner melalui

panitra pengganti sebelu hari pertama gudikasi.

BAB VI

PROSES AJUDIKASI

Bagian kesatu Prinsip

Pasa 26

1. Sidang gudikas bersifat terbuka untuk umum kecuai daam majelis
komisioner melakukan pemeriksaaan yang berkaitan dengan dokumen-
dokumen yang dikecualikan.

2. Magjelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan.

3. Majelis Komisioner wajib menjaga kerahasian dokumen dalam hal dilakukan
pemeriksaan yang berkait dengan dokumen-dokumen yang termasud dalam
pengecuaian sebagamana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang nomor

14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
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4. Pemohon dan/atau kuasanyatidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaan

terhadap dokumen-dokumen sebagai mana dimaksud dalam ayat(1).

Bagian kedua Tata Cara Persidangan

Pasa 27

Persidangan dilakukan untuk memeriksa:

a. Keterangan pemohon atau kuasanya

b.

C.

Pasal 28

K eterangan termohon atau kuasanya

Surat-surat

Keterangan saksi apabid diperlukan

Keterangan ahli bila diperlukan

Rangkian data, keterangan, perbuatan, keadaan atau peristiwayang
bersesuain dengan aat-alat bukti lain yang dapat di jadikan petunjuk,
apabila diperlukan dan/atau.

Kesimpuladari parapihak, apabila ada

1. Persidangan dilakukan melalui pertemuan langsung mauoun tidak langsung.

2. Persidang melaui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di;

a. Saah satu ruangan dikantor komisi informasi ;atau
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b. Saah satu ruangan dikantor badan publik lain yang tidak terkait dengan
sengketa atau tempat lain yang ditentukan oleh komisi informasi.
3. Tata cara persidangan melalui pertemuan tidak alangsung diatur dalam

keputussan ketua komisi informasi pusat.

Pasa 29

1. Pada hari pertama siding ajudikasi, majelis komisioner mewajibkan para
pihak untuk menempuh peruses penyelesain sengketa melalui medias terlebih
dahulu dalam ha penolakan permohonan informasi atas aslasan sebagaimana
dimaksud didalam pasaa 35 ayat (1) huruf bsampai dengan huruf g UU KIP.

2. Dadam ha penolakan permohonan informasi atas aasan pengecudian
berdasarkan pasdla 35 ayat (1) huruf a UU KIP, mgelis komisioner langsung

memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi.

Pasa 30

Daam pemohon dan /atau kuassanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua)

kai tanpaalasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.

Pasa 31

Daam ha termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam ppersidangan, Maelis

komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran termohon.

Pasa 32
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PanitraMembuat Berita Acara Persidangan

Pasa 33

1. Panitrawajib merekam seccra elektronik seluruh proses persidangan.

2. Para pihak gpat memeriksa transkip rekaman elektronik dengan dikenakan
biaya pembuatan transkip dan salinan dengan standart yang berlaku.

3. Daam ha rekaman elektronik proses persidangan yang diminta memuat
informasi yang di dikecualikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman atau

pengaburan pada bagian informasi yang kecualikan.

Pasal 34

1. Dadam ha gudikas dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan
asan pengecuaian informasi, mgelis komisioner melakukan penilaian
terhadap hasil uji konsekuensi atas penetgpan informasiyang dikecualikan.

2. Ddam hal penilaian terhadap hasil uji kensekuensi sebagaimana dimaksud
pada ayat(1) terbukti bahwa informas yang dikecualikan, siding ajudikasi
dilanjutkan untuk melakukan uji kepentingan publik.

3. Uji kepentingan publik sebagai mana dimaksud dalam ayat(2) dilakukan
untuk menila apakah ada kepentingan publik  yang lebih untuk mrmbuka
informasi  dari pada menutupnya sebagaiman diatur dalam pasl 2
ayat(4)Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang K etebukaaninformasi

publik.
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Bagian ketiga pemeriksaan awal

Pasa 35

1. Ketua mgelis komisioner membuka persidangan dengan menyatakan sidang
terbuka untuk umum dan memeriksa identitas para pihak atau kuassanya.

2. Setelah memeriksa identitas para pihak, Ketua Magelis Komisoner
membacakan ringaksan permohonan dan ketraang termohon serta
memberikan kesempatan pada para pihak untuk menambahkan keterangan.

3. Ddam ha termohon belum memberikan keterangan tertulis sebelum
persidangan , ketua maelis komisoner memerintahkan termohon untuk

memberikan keterangan singkata secaralisan terkait permohonan termohon.

Pasa 36

1. Padahari pertama persidangan, M ajelis Komisione memeriksa:
a  Kewenagan Komisi Informasi;
b. Kedudukan hukum (legal standing) pemohon untuk menggukan
permohonan penyelesaian senketainformasi;
¢. Kedudukan hukum termohon sebagaimana bdan publik didalam sengketa
informasi;

d. Bataswaktu pengguan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
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2. Daam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai mana
dimaksud pada ayat (1), maelis komisioner dapat menjatuhkan putusan sela
untuk menerima ataupun menolak permohonan.

3. Dadam ha majelis berpendapat tidk perlu menjatuhkan putusan sela, maka
proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan dengan putusan

akhir.

Pasa 37

Ketua maelis kmisione memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh
proses medias terlebih dahulu dalm hal permohonan penyelesaaina sengketa
dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksut dalam

pasa 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.
Bagian keempat Mediasi
Pasal 38

1. Mediasi dipimpin oleh mediator yang ditetapkan oleh ketua komis informasi.

2. Mediator dapat dibantu oleh mediator pembantu.

3. Mediasi dilakukan pada hari yang sama dengan hari pertama sidang.

4. Apabilaparapihak menghendaki lain, mediasi dapat dilakukan pada hari yang
disepakati oleh para pihak, selambat-lambatnya 3(tiga) hari kerjasetelah
proses gudikasi di tunda

5. Proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki yang lain.
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6. Proses mediasi dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau
menggunakan alat komunikasi dengan mempertimbangkan jarak dan/atau
substansi sengketa.

7. Proses mediasa yang dilakukan dengan menggunakan alat komunikas

ditetapkan lebih lanjut didalam keputusaan ketuakomisi informasi

Pasa 39

1. Mediasis melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:

a. Saah satu ruangan di kontor komisi informasi;

b. Sdlah satu ruangan dikantor badan publiklain yang tidak terkait dengan
sengketa atau tempat yang dianggap netral yang ditentukan oleh komisi
informasi;

c. Ditempat lain yang disepakati oleh para pihak.

2. Ddam ha pertemuan mediasi dilaksanakanditempat lain yang diseoakati para
pihak, biaya yang timbul ditanggung oleh masing-masing pihak yang
bersengketa.

3. Parapihak tidak menanggung segala biaya yang dikeluarkan mediator.

Pasa 40

1. Mediator mengupayakan mediasi selesai dalam sekali pertemuan.
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2. Apabila mediasi tidak dapat diselesaikan dalam sekai pertemuan, mediator
menetapkan agenda dan jadwal mediasi berikutnya sesua dengan kesepakatan

para pihak.

Pasa 41

1. Jangaka waktu mediasi adalah 14 (empat belas) hari kerja sgjak pertemuan
mediasi pertama
2. Apabila diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak mediasi dapat

diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja

Pasa 42

Mediator mendorong para pihak menelusuri dan menggali keoentinganmereeka untuk

mencapal kesepakatan.

Pasa 43

Mediator dapat melakukan kaukus apabia dianggap perlu

Pasal 44

1. Mediator wajib mencatat proses mediasi
2. Mediator dapat merekam secara elektronik seluruh proses mediasi

berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasa 45
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Daam ha permohonan atau kuasanay tidak hadir 2(dua)kali tanpa aasan yang jelas,

maka pemohon dinyatakan gugur melalau penetapan komisi informasi.

Pasa 46

1. Ddam ha paa pihak bersepakat, mediator membantu para pihak

merumuskan kesepakatan mediasi.

2. Kesgpakatan mediasi sebagaimana dimaksut ayat (1) setidak-tidaknya

memuat:

a. Tempat dan tangga kesepakatan

b.

C.

d.

e.

f.

Nomor registrasi

Identitas lengkap para pihak
Kedudukan para pihak

K esepakatan yang diperoleh

Nama mediator; dan

g. Tandatangan parapihak dan mediator

3. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi

kesepakatan untk menghadiri ada kesepakatan yang bertentangan dengan

hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan.

Pasa 47
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1. Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada maelis komisioner yang

menangani sengketa melalui panitra pengganti untuk dikuatkan menjadi

putusan.

2. Kesgpakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-

kurangnya memuat;

a. Kepalaputusan

b.

C.

Pasal 48

Tempat dan tangga putusan

Komisi informasi yang memutuskan

Identitas lengkap dan kedudukan para pihak

Hasi| kesepakatan tertulis

Perintah untuk melaksanakan kesepaktan yang diperoleh

Tandatangan majelis komisioner dan panitra pengganti

1. Mediator menyatakan mediasi gagal apabila:

a. Saah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses

mediasi gagd

Salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan; atau
Kesepakatan belum tercapai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksut
dalam pasa 41

Termohon tidak hadir 2(dua) kali tanpa alasan yang jelas
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2. Dadam hal medias dinyatakan gagal, mediator membuat penyataan medias
gagalyang sekurang-kurangnya memuat:
a. Tempat dan tangga
b. Nomor registrasi
c. ldentaslengkap parapihak
d. Alasan mediasi gagal
e. Namamediator

f. Tandatangan parapihak
Pasal 49

1. Mediator menyapaikan pernyataan mediasi gagal kepada ketua majelis
komisioner yang memeriksa sengketa informasi

2. Terhadgp medias yang dinyatakan gagal, maelis komisoner malanjutkan
kembali proses gjudikasi

3. Mgjelis komisoner menetapkan siding gudikasi dengan pemberitahuan

kepada para pihak.
Pasal 50

Seluruh hal yang terungkap dalam ha proses mediasi tidak dapat menjadi aat bukti
diddam gudikasi maupun persidangan di pengadilan didalam perkara yang sama

maupun yang lainnya

Bagian kelima Pembuktian
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Alat bukti yang dapat digukanuntuk diperiksa dalam persidangan sebagai berikut:

a

Pasa 52

Surat

Keterangan saksi

Keterangan ahli

K eterangan pemohon dan termohon

Petunjuk  yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan,
perbuatan,keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan dat bukti lain
dan/atau

Informasi  yang diucapkan,dikirim, diterimaatau disimpan secara

elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

1. Bukti surat dapat digjukan oleh para pihak

2. Para pihak mengaukan bukti surat yang sah disertai dengan materi yang

cukup

3. Para pihak menyerahkan daftar bukti beserta peruntukannya kepada majelis

komisioner

Pasa 53

1. Saksi dapat digukan oleh pemohon,termohon dan majelis komisioner
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2. Magjelis komisioner dapat menolak saksi yang digjukan apabila;

a. Sengketa yang dihadapi bersifat sedeerhana sehingga tidak memerlukan
keterangan saksi

b. Saksi dianggap memiliki kepentingan bersifat pribadi dengan salah satu
atau para pihak.

3. Pemeriksaan saksi dimulai dengan menyatakan identitas, hubungannya
dengan sengketa informasi yang sedang berlamgsung,dan kesediannya
diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya untuk
memberikan keterangan sesuai dengan gpa yang di dengar, dilihat, dan/atau
dialami sendiri

4. Majelis komisioner mengambil sumpah saksi dibantu dengan juru sumpah.

Pasal 54

1. Ahli dpat digjukan oleh pemohon, termohon, dan atau majelis komisioner.

2. Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh majelis komisoner adalah
keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian mengenai hal
yang dipersengketkan dan dan tidak memiliki kepentingan yang bersifat
pribadi fengan para pihakyang berpekara.

3. Magjelis komisioner dapat menolak ahli yang digukan apabila
a. Sengketa yang dihadapi bersifat ssederhana sehingga tidak memerlukan

ahli
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b. Ahli dianggap memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan salah
satu atau para pihak; atau
c. Keahliannyatidak relevan atau diragukan.
4. Pemeriksaan ahli dimulai dengan menanyakan identitas, keahliannya, dan
kesediannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaanya
5. Magjelis komisioner mengambil sumpah ahli dengan dibantu oleh juru ahli

sumpah

Pasa 55

1. Saksi dan ahli yang dipanggil atas perintah maelis komisioner wajib hadir
dan memberikan keterangannya didalam persidangan
2. Saksi dan ahli yang tidak hadir dalam persidangan tanpa aasan yang jelas

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian keenam pemeriksaan setempat

Pasa 56

1. Majelis komisioner dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk
memperoleh bukti dengan didampingi oleh panitra dan dgpat didampingi oleh
pemohon dan/atau termohon atas pertimbangan maelis komisioner.

2. Daam ha pemeriksaan setempat dilakukan untuk memeriksa dokumen yang
memeuat informas yang dikecualikan, pemeriksaan dilakun tanpa kehadiran

pemohon.
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3. Daam halpemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat dilakukan sendiri oleh maelis komisioner, majelis komisioner dapat
mengupayakan bantuan komisi informasi terdekat.

4. Tata cara peeriksaan setempat diatur lebih lanjut didalam keputusan komisi

informasi pusat.

Bagian ketujuh kesimpulan para pihak

Pasal 57

1. Para pihak dapat menyampaikan kesipulan baik secara lisan maupun secara
tertulis

2. Para pihak dapat menyampakan kesimpulan secara tertulis dalam jangka
waktu yang ditentukan majelis komisioner setelah tahap pembuktian
dinyatakan selesai.

3. Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat

3(tiga) hari kerja sebelum siding putusan.

Bagian kedelapan putusan

Pasal 58

1. Magelis komisionermelakukan musyawarah untuk mengasilkan putusan atas
sengketainformasi.

2. Musayaawarah dilakukan secaratertutup dan bersifat rahasia
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3. Musyawarah didpimpin oleh ketua majelis komisioner

4. Daam hd terdapat pendapat yang berbeda dari Anggota Majelis Komisioner,

pendapat tersebut dilampirkan dalam putusan.

Pasa 59

1. Putusan mgelis komisioner diucapkan dalam sidangan terbuka untuk umum.

2. Putusan sebagaimanadimaksut pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a

b.

C.

Kepala putusan

Identitas lengkap para phak

Duduk perkara yang sekurang-kurangnya memuat;

1) Kronologi

2) Alasan permohonan

3) Petitum

Alat bukti yang digjukan dan diperiksa

Kesimpulan para pihak

Pertimbangan hukum yang sekurang-kurangnya memuat;

1) Faktahukum persidangan

2) Pendapat majelis

3) Kesimpulan

4) Amar putusan yang didalamnya memuat pula mengenal jangka waktu
pel aksanaan putusan

5) Hari dan tanggal musyawarah majelis komisioner
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6) Hari dan tanggal putusan di ucapkan nama dan tanda tangan majelis
komisioner yang memutus secara panitra pengganti yang mencatat
persidangan; dan

7) Pendapat majelis komisioner yang berbeda, apabila ada.

3. Putusan maelis komisioner tidak bolen memuat informasi yang dikecuaikan.

4. Sainan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling
lambat3(tiga) hari kerja sgjak putusan dibacakan.

5. Segera setelah salinan putusan  diberikankepada para pihak, putusan

dimasukkan kedalam situs resmi komisi informasi.

Pasa 60

1. Pemeohon dan/atau termohon yang tidak menerima putusan komisi informasi
dapat mengajukan keberatan secaratertulis kepengadian yang berwenang.

2. Keberatan sebagaimana dimaksut pada ayat (1) digukan dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari sgak salinan putusan komisiinformasi diterima
oleh para pihakberdasarkan tanda bukti penerimaan.

3. Daam ha saah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaiman
yang dimaksut pada ayat (2) maka putusan komisi informasi berkekuatan
hukum tetap.

4. Putusan komis informasi yang berkekuatan hukum tetgp dapat dimintakan
penetapan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenangoleh pemohon

informasi.
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5. Permohonan untuk mendapatkan penetgpan eksekusi sebagaimana dimaksut
pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan
melampirkan salinan resmi putusan komisi informasi yang telah berkekuatan

hukum tetap tersebut kepengadilan dalam wilayah hukum termohon.

Pasa 61

Ketua majelis komisioner menjelaskan hak-hak pemohon dan termohon sebagaimana

dimaksud dalam pasal 60 sebelummenutup persidangan terakhir.
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C. Bagaimana Kekuatan Hukum Putusan Sengketa Informas Publik di Komisi

Informasi Publik Sumatera Utara.

Penempatan posisi Komisi Informasi di bawah komponen tata kelola pemerintah
adalah bentuk intervensi negara terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi
publik. Hal ini bisa menimbulkan gesekan kepentingan atau konflik kepentingan.
Karenanya, Mahkamah Konstitus (MK) diminta untuk meluruskan kedudukan

Komisi Informasi sebagal |embaga independen dan mandiri.

Putusan Komisi Informasi sebenarnya bukan akhir dari segalanya, dalam arti
bukan putusan yang benar-benar fina dan mengikat. Artinya, masih ada upaya
hukum lain yang disediakan undang-undang. Jika salah satu pihak —pemohon
informasi atau badan publik termohon informasi- tak setuju atas putusan Komisi

Informasi, mereka bisa mengaku keberatan ke pengadilan.

Mekanisme keberatannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.
2 Tahun 201ltentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di
Pengadilan. Perma menyebut mekanisme keberatan itu digukan dalam format
gugatan, yakni keberatan yang digukan salah satu pihak. Ingat, sesuai Pasd 48 ayat
(1) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),

keberatan itu harus dinyatakan secara tertulis.
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Ada dua jalur yang disediakan: Peradilan Umum (PN) atau Peradilan Tata Usaha
Negara (PTUN). Yang menentukan jalur yang digunakan adalah status siapa yang
digugat. Jika tergugatnya adalah Badan Publik Negara, jalurnya melaui PTUN;
sebaliknya jika tergugat Badan Publik non-negara yang digunakan adalah Peradilan

Umum. Pasal 47 UU KIP menegaskan pembagian pengadilan yang berwenang.

Putusan komis informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap
seluruh atau sebagaian informasi yang diminta berisikan slah satu informasi yang

diminta

A. Membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk
memberikan sebagaian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon
informasi publik sesuai dengan putusan komisi informasi

B. Memberikan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
untuk memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya

sebagaimana dimaksut pada pasal 17.

Didalam hasil putusan yang dikeluarkan oleh komisi informasi publik tetantang
kasus yang diperkarakan memberikan putusan yang bersifat final dan memiliki
kekuatan hukup tetap atau dalam bahasa hukum di sebut dengan istilah incrah.
Namun kekuatan hukum yang ada pada putusan komisi informasi publik tidak
memiliki sifat akseskutor, yang menjadikan hasil putusan komisi informasi tidak

memiliki kekuatan putusan yang sebanding dengan pengadilan negeri
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Didalam Perma Nomor 2 tahun 2011 Tetntang Cara Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik di Pengadilan, yang dimaksut dengan Putusan Komisi Informasi
adalah putusan gudikasi nonlitigasi yang dikeluarkan oleh komisi informsi terkait
sengketa antara badan publik dan pemohon informasi publik berdasarkan
sebagaimana dimaksut dalam pasla 35 ayat 1 Undang-undang tentang keterbukaaan

Informasi publik.

Namun putusan dari komisi informasi publik dapt dilakukan upaya hukum
melalui gugatan kepengadilan Negri dan pengadilan tata usaha Negara. pengajuan
gugatan melaui pengadilan negri apabila yang digugat adalah badan publik selain
badan publik Negara. dan pengajuan gugatan melalui pengadilan tata usaha Negara
apabila yang diguagat adalah badan publik Negara. pengadilan negri berwenang
untuk mengadili sengketa yang digjukan oleh badan publik selain badan publik
negaradan/atau pemeohon informasi yang meminta informasi kepada badan publik
selain badan publiknegara. Pengadilan tata ussha Negara berwwenang untuk
mengadili sengketa yang digukan oleh badan publik Negara dan/atau pemohon

informasi yang memintainformasi kepada badan publik Negara.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai
dengan hukum acara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan. Putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dgpat dimintakan penetapan eksekusi
kepad ketua pengadialan yang berwenang oleh pemohon informasi.permohonan untk

mendapatkan penetpan eksekusi dilakukan dengan pengajuan permohonan tertulis
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dengan melampikan salianan resmi putusan komis informasi yang telah berkekuatan
hukum tetap tersebut kepengadilan dalam wilayah badan publik sebagaimana

termohon eksekusi.
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BAB IV

KES MPULAN DAN SARAN

A. Kesmpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan berdiskus dengan komisioner komisi
informasi Sumatera Utara dan dari pembahasanyang telah diuraikan diatas, maka
penulis dapat menyimpulkan yaitu sebagal berikut :

1. Kedudukan Komis Informasi Publik dalam sistem ketatanegaraan yang ada di
Indonesia berdasarkan UU KIP Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan
Informasi Publik adalah lembaga yang mandiri yang artinya lembaga yang
independen dalam mengjalankan wewenang serta tugas dan fungsinya

2. Dadam Penyelesain Sengketa Informasi Publik diatur didalam Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang prosedur penyelesainan
Sengketa Informasi Publik yang mana telah diatur secara umum bagaimana
mengajukan permohonan kepada badan publik.

3. Kekuatan hukum tentang Putusan Komisi Informasi publik bersifat final dan
mengikat. Putusan Komisi Informasi Publik dapat digjukan gugatan ke
Pengadilan Umum jika yang di gugat adalah bukan Badan Publik Negara,
sedangkan Putusan Komisi Informasi Publik dapat digukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negarajika yang digugat adlah Badan Publik Negara

B. Saran
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1. Secara umum kedudukan Komisi Informas Publik harus masuk kedalam
struktur lembaga Negara yang diatur dadlam UUD Tahun 1945. Karna
keterbukaan informasi sesua dengan gpa yang ada ddam UUD 1945 tentang
setigp warga Negara berhak untuk mendapatkan informasi.

2. Sebalknya Komisi Informasi Publik di bentuk disetiap Kabupaten/Kota agar
penyelenggaraan informasi semakin terbuka hingga kemasyarakat umum.

3. Sebaga putusan yang bersifat fina dan mengikat putusan komisi Informasi
Publik tidak memiliki hak eksekutor dalam pemberian hasil Putusan Komisi
Informasi dari Pemohon ke badan Publik, harapannya kedepan putusan
Komisilnformasi Publik memiliki sifat mengikat dan final juga sekaligus

memiliki hak eksekutor.
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